
104 
 

  

 DAFTAR REFERENSI 

A. Buku 

Asikin, Amiruddin dan Zainal. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Asshidiqie, Jimly. (2006). Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, 

Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Ham. Jakarta: Konstitusi Perss dan 

PT.Syaamil Cipta Media. 

 

Atmasasmita, Romli. ( 2001). Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia& Penegakan 

Hukum. Bandung: Mandar Maju. 

 

Dinar, CHaerudin dan Syaiful Ahmad. (2008). Strategi Pencegahan Dan 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Editama. 

 

Djamali, Abdoel. (2009). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Radja 

Grafindo Persada. 

 

Dkk, JCT Simorangkir. (2008). Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Harun M.Husen. (1990). Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Machmud, Shahrul. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2011). Penelitian Hukum Normatif 

SuatuTinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Marzuki, Peter Mahmud. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana 

Persada. 

 

Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa. 

 

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University 

Press. 

 

Muhammad, (2006). Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya 

Bakti. 

 

———. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

 

Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia. Bandung: PT.Refika Aditama. 

 



105 
 

  

Mulyadi, Lilik. (2002).  Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap 

Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan. Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti. 

 

Negara, Undang-undang Dasar, and Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang 

Nomor 7 tentang Perdagangan. 

 

Purba, Bonaraja. (2021). Ekonomi Internasional. Medan: Yayasan Kita Menulis. 

 

Ruslan, Mahendra, Parulian. Perekonomian Indonesia. Global Aksara Pers, n.d. 

 

Salle. (2020).  Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum. Makasar: CV.Social Politic 

Genius (SIGn). 

 

Shanty, Dellyana. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. 

 

Sidabalok, Janus. (2020). Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional Dan 

Perdagangan Internasional). Medan: Yayasan Kita Menulis. 

 

Sidabolak, Janus. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 

 

Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. Jakarta: UI Pres. 

 

———. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 

 

———. (1983). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. 

Rajawali. 

 

Sudarto. (1996). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 

 

Suparji. (2014). Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No.7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Jakarta Selatan: UAI Press. 

 

Suprapto, Edy. (2021). Peta Resiko Penyeludupan Di Indonesia. Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo. 

 

Widjaja, Gunawan. (2003).  Jual Beli. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

B. Jurnal 

 

Tasaripa, Kasman. (2013). ―Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya 

Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian.‖ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, Ed.: 3. 



106 
 

  

 

Sri Ayuninsi Lumban Gaol. (2020). ―Penegakan Hukum Terhadap Pedagang 

Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru.‖ JOM VII No 1: 9. 

 

Nicolaus, Abdul Haris, Hambali Thalib, and Zainuddin. (2020) .―Effectiveness of 

Law Enforcement Against Industry and Trading.‖ Meraja journal 3, no. 2: 

1–10. 

 

Pangestu, Yudha, Bernard Sipahutar, and Budi Ardianto. (2021). ―Harmonisasi 

Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT Dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.‖ Uti Possidetis: Journal of 

International Law 2, no. 1: 81–105. 

 

Faisal, Pupung, and Purnama Trisnamansyah. (2017). ―Urgensi Implementasi SNI 

Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean.‖ Jurnal Bina 

Mulia Hukum 2, no. 1: 115–131. 

 

Paryadi, Deky. (2018). ―Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang 

Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.‖ Jurnal Hukum 

& Pembangunan 48, no. 3: 652. 

 

Purnamasari, Lisa. (2018 ). ―Analisis Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak 

Memiliki Izin Perdagangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UMKM Kota Pangkalpinang).‖ Universitas Bangka Belitung. 

 

Sitepu, Yosua Prima Arihta. (2018) .―Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman 

Dalam Proses Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di 

Kabupaten Sleman.‖ Jogyakarta.UAJY: 27. 

 

Zarah Natalia Nerina, Temponbuka. (2017) .―Perjanjian Bilateral Dalam 

Mengatur Perdagangan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan.‖ Lex Et Societatis 6. 

 

Rahmat Firdaus , (2019) Penindakan dan Penyelidikan oleh Kantor Bea dan Cukai 

terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Indragiri Hilir 

tahun 2014-2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 

JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni. 

 

Dita Birahayu, (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian 

Bekas, Universitas Hang Tuah Surabaya, Perspektif Hukum, Vol.20 No.1. 

 

Silvester Dece Jelira, Dkk. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku 

Penyelundupan Import Pakaian Bekas (Studi Kasus Beberapa Putusan 



107 
 

  

Pengadilan), Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Palu, 

 

Azmi Syahputra, (2012) .Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana 

Penyeludupan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1. 

 

Eva Syahfitri Nasution, (2015)Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak 

Pidana Penyelundupan di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/. 

 

Robi Aditya,( 2017) .Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang 

Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan), Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – 

Oktober. 

 

Ahmad Mulia S. Pandia dan Nurhafifah, (2018).Penerapan Sanksi Pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap 

Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Medan, Fakultas Hukum Universitas 

Syiah Kuala, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2 No.4. 

 

Slamet Tri Wahyudi, (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati dalam 

Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 

IBLAM Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2. 

 

Faisal, Pupung dan Purnama Trisnamansyah. (2017). “Urgensi Implementasi SNI 

Produk/Barang dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean.” Jurnal Bina 

Mulia Hukum 2, no. 1. 

 

Zarah Natalia Nerina, Temponbuka. (2017).“Perjanjian Bilateral Dalam 

Mengatur Perdagangan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” Lex Et Societatis 6. 

 

Suharto, Andi, Syawal Abdulajid dan Suwarti. (2022). ―Efektivitas Penuntut 

Umum dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif.” Syntax Literate: Jurnal 

Ilmiah Indonesia VOl. 7, no. 1. 

 

Paryadi, Deky. (2018). “Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang 

Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal 

Hukum dan Pembangunan 48, no. 3. 

 



108 
 

  

Pijoh, Jonathan. (2022). “Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Pada 

Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia.” Lex 

Administratum, X, no. 1. 

 

Pangestu, Yudha, Bernard Sipahutar dan Budi Ardianto. (2021). “Harmonisasi 

Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.” Uti Possidetis: Journal of 

International Law 2, no. 1. 

 

Husaini, Husen dan Muhammad Afdhal Askar. (2020). “Kedudukan Kejaksaan 

dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia.” Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 1, no. 2. 

 

Yenny AS, Yuliastini, Anita, and Rini Setiawati. (2020). ―Membangun Kesadaran 

Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru”, Journal of Character 

Education Society 3, no. 3 

 

Moho, Hasaziduhu. (2019) “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek 

Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Universitas 

Dharmawangsa 13, no. 1. 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512. 

 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang 

Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 595. 

 

Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi 

dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berita Daerah Kota 

Batam Tahun 2016 Nomor 505.Sekretaris Daerah Kota Batam 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 



109 
 

  

Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

3209 

 

D. Skripsi 

Isma Yunita, 2020, Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas Di Kota 

Tanjungpinang, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

Purnamasari, Lisa. 2018.“Analisis Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Tidak 

Memiliki Izin Perdagangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan (Studi Kasus Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota Pangkalpinang)”, Universitas 

Bangka Belitung. 

 

E. Internet 

Ilman Hadi. Penegak Hukum di Indonesia. Dalam http://www.hukumonline.com. 

https://kbbi.web.id/  Bekas 

https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/indag/profil/restra-

dinas/index.html. 

 

https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/indag/profil-dinas 

/index.html 

 

https://restabarelang.kepri.polri.go.id 

https://disperindag.batam.go.id 

 

Bernadetha Aurelia Oktavira. Pengaduan dan Pelaporan, Apa Bedanya?, Dalam 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaduan-dan-pelaporan–apa-

bedanya-lt4f8ead4dd8558 

Redaksi Justika.  Perbedaan Laporan dan Pengaduan yang Perlu Dipahami. 

Dalam https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perbedaan-

laporan-dan pengaduan/  

Calista Aspasia Purnomo. Dalam https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-

laporan-dan-aduan-dalam-hukum-pidana/  

 

 


